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A. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo
1. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo

Beliau memiliki nama lengkap Prof. DR. Satjipto Batjo, SH.
Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah padaggtd 15
Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjaBgliau
menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukumivéisitas
Indonesia (Ul) Jakarta pada tahun 1960. Pada td®F2, mengikuti
visiting scholar di California University selama satu tahun untuk
memperdalam bidang stuidaw and Society.

Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Raloasdidang
mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sarnsetmrt, pada
Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang jugadgisi pandangan
sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Garakang
menyebut ideologinya sebagaritical legal studies(CLS) tersebut
mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negakaeeadi tersebut.
CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakaarkgmbangan
pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digelutihol8atjipto dengan

teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak beksiad menyebutkan

! Lembar Biografi Prof. Satjipto Rahardjo dalam btiklukum Progresif Sebuah Sintesa
Hukum Indonesig him. 153.
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cara pandang keilmuwan Satjipto adalah cara pangamng sepenuhnya
dipengaruhi oleh Studi Hukum Kiritis tersebut, nansatidak-tidaknya
Satjipto sedikit banyaknya merasakan cakrawaldeiktigal di Amerika

ketika gerakan CLS itu diusufig.

Kemudian beliau menempuh pendidikan doktor di Ralkul
Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pgalaun 1979.
Satjipto kemudian menjadi salah satu panutan utatudi sosiologi
hukum di tanah air. Tulisan-tulisan ilmiah lepasn dauku-bukunya
menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum sertaggelb diskursus
sosiologi hukum. Terhadap hasil karya dan pemikiyanitu, Satjipto
pantas ditasbihkan oleh sebagian kalangan sebalgdi satu begawan
hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saatini.

Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Degmro
(UNDIP), beliau juga mengajar pada sejumlah ProgPascasarjana di
luar UNDIP, antara lain di Universitas Gadjah M&d&M) Yogjakarta,
Universitas Indonesia (Ul) Jakarta, Sekolah Tingjgiu Kepolisian
(PTIK), Nara sumber di beberapa Universitas di mateegeri maupun di
luar negerf’

Prof Tjip sapaan akrab beliau, pernah memangkugaksebagai
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di UniveestDiponegoro.

Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH UNDIP,f Frjgp

2 Khudzaifah DimyatiTeorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Peamikitukum
di Indonesia 1945-199®urakarta: Muhammadiyah University Press, 2008, h62.

*Ibid, him. 163.

* Suteki,Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto Raharijakalah diunduh pada
tanggal 15 Februari 2011.
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memiliki andil yang sangat besar dalam menjalarkagram inimulti-
entry, yang mana program ini memungkinkan orang yandataer
belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikatinam ini.

Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jalpatstigious
bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusasidkye Nomor 50
Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantatu& Mahkamah
Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagggota
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yapgrtama di
Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993, Satjipttafdjo menjadi
salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabataragsebanggota
KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wagogbroto
yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukdomesia.

Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwgpt®at
dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalara dukum. Hal
ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yalgmbilnya sejak
awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjfabardjo
merupakan akademisi yang sangat getot sekali menalian
kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkengan sikap
kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yatigilai

menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak haeyeatas itu, yang

® Khudzaifah Dimyatipp.cit him. 164.
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terpenting beliau juga mencoba menawarkan solughukam yang

sesuai dengan konteks masyar&kat.

2. Karya-karya Prof. Satjipto Rahardjo

Bisa dibilang bahwa Prof Tjip adalah orang yangngaproduktif
dalam berkaryd. Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang
disusun dalam bentuk karya buku antara |&amanfaatan limu-ilmu
Sosial bagi Pengembangan Iimu Hukwang diterbitkan pada tahun
1977.Hukum, Masyarakat dan Pembangungang ditulis tahun 1980.
Ditahun yang sama juga menulis bukdukum dan Masyarakat
Kemudian pada tahun 1981 beliau juga menMmsalah Penegakan
Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis

Kemudian buku yang berjud®ermasalahan hukum di Indonesia
berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, ditajang sama juga
menulis bukuHukum dan Perubahan Sosiagkemudianllmu Hukum
ditulis pada tahun 1991Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan
Pilihan Masalahtahun 2002Membangun Polisi Sipilahun 2002 Sisi-
Sisi Lain Hukum di Indonesiahun 2003.

Pada tahun 2004 beliau juga menulis buku yang derjimu

Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerghgang diterbitkan di

® Miftahul A’la, Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresiflakalah diunduh pada tanggal
23 Pebruari 2011 di miftah.blogspot.com.

" Produktivitas Prof Tjip tampaknya berangkat dadtim hidupnya sebagai intelektual,
yakni seorang intelektual adalah orang yang berpikhgan tangannya. Lihat sambutan Satjipto
Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanking& Markus Y. Hage,Teori Hukum:
Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Gener@arabaya: Kita, 2006, him. ii.
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Surakarta oleh Muhammadiyah University Pfesdembedah Hukum
Progresif tahun 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertibatehun 2006,
Biarkan Hukum Mengalirtahun 2007,Polisi Sipil dalam Perubahan
Sosial di IndonesiaMendudukkan Undang-Undang Das&uatu Optik
dari llmu Hukum Umum tahun 2007, Negara Hukum Yang
Membahagiakan Rakyatnytahun 2009,Pendidikan Hukum Sebagai
Pendidikan Manusiajuga ditulis pada tahun 2009,apisan-lapisan
dalam Studi Hukum tahur2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa
Hukum Indonesigahun 2009.

Selanjutnya buku yang berjudi®endidikan Hukum Sebagai
Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukunan d
Pembangunan Hukum Nasionghhun 2009 dengan penerbit Genta
Publishing Yogyakarta. Di penerbit dan tahun yaagh@ pula buku
Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Ratache
Lintas Disiplinberhasil diterbitkan. KemudiaBuku Hukum dan Perilaku

Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Bg#ng terbit tahun 2009.

8 Buku ini pada hakikatnya merupakan eksperimenipdatRahardjo dalam dunia iimu
hukum. Selama ini beliau gelisah disebabkan hukiasalmya dipahami secara dangkal dan
sempit, dilihat dari sisi kulitnya saja tanpa mertyé pada aspek hakikat dari ilmu hukum itu
sendiri. Lewat buku ini, Satjipto Rahardjo secarplisit mengungkapkan kegelisahannya lewat
kata-kata: “inikah tanda-tanda lonceng kematiarum/'.

® Buku yang ditulis ini membedah tuntas tentang gagahukum progresif. Mulai dari
pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisak®m, posisi hukum ideal di masa depan
hingga kristalisasi gagasan hukum progresif. Dibapala dengan tajam peranan sejumlah
mazdhab hukum serta urgensi etika terhadap pembanghukum progresif juga bagaimana
posisi hukum progresif dalam pembangunan hukum.

19 Buku ini adalah buku yang terakhir ditulis oleftoPiSatjipto Rahardjo sebelum beliau
meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Jutafeggal 8 Januari 2011 di Rumah Sakit
Pertamina Jakarta akibat mengalami kegagalan dadainafasan.
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Tulisan-tulisan beliau yang berupa artikel jugairgertampil
menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kontpdprum Keadilan,

Tempo, Editor, Suara Merdeka fil.

3. Latar Belakang Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukurt? sebelum diperkenalkan Maxmillian Weber
sesungguhnya secara praktis telah menjadi kajiainpdaa ilmuwan-
iimuwan terkemuka di pelbagai zaman. Georges Gurvdetidaknya
adalah salah satu ilmuwan yang menggolongkan Aeiet® Hobbes,
Spinoza, dan Montesquieu sebagai pengkaji sosiblaigim dari aneka
zaman. Baik era pra modern hingga modern. Bahkaiirsiakeilmuwan
mereka tetap dihargai sebagai bagian tak terpisabkudikaji oleh
generasi keilmuwan masa post mod¥rn.

Hal ini tidak lain menurut Gurvitch karena kajiamsmlogi

hukum itu timbul dengan serta-merta dalam penydiisejarah dan

! Dj Harian Kompas Prof. Tjip menulis dari tahun $9¥ampir 33 tahun lebih. Menurut
catatan wartawan Kompas Subur Tjahjono, berdasadk#abase dari Pusat Informasi Kompas,
artikel yang ditulis Prof. Tjip ini telah lebih d&887 (per 23 November 2009) dan masih diminati
sebagai karya yang mampu memberikan opini pembgndiam solutif. Lihat Subur Tjahjono,
Satjipto, 33 Tahun Menulis Artikel dalam Kompas.com, dapat diakses melalui:
http://www.kompas.com/read/xml|/2008/06/27/05383%4fjipto.33.tahun.menulis.artikel.

2 Dari tinjauan kepustakaan yang coba penulis galiulis sendiri berkeyakinan masih
terdapat karya-karya lain dari Prof. Tjip yang kideerdeteksi. Penulis mengakui memiliki
keterbatasan kemampuan untuk menjelajahi tulisksatu ilmiahnya di pelbagai Jurnal dan
Majalah. Setidaknya tulisannya di media massa telahcapai ratusan artikel bahkan mungkin
ribuan.

13 Sosiologi berasal dari kata latBpciusyang berarti kawan dan kata Yundogosyang
bermakna kata atau bicara, sehingga definisi smgioberarti bicara mengenai masyarakat.
Sedangkan menurut Auguste Comte, sosiologi merupdkau pengetahuan kemasyarakatan
umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkewgdn ilmu pengetahuan. Lihat Georges
Gurvitch, Sosiologi HukumJakarta: Penerbit Bharatara, 1996, him. 58.

1 Feri Amsari, Satjipto Rahardjo dalam Jagat KdtariiHukum Progresif, dalam Jurnal
KonstitusiMahkamah Konstitusi Ridisi September 2009.

Diunduh di http://www.feriamsari.wordpress.com.



84

etnografi yang berkenaan dengan hukum, dan jugardpényelidikan di
lapangan hukum yang sekaligus mencari tujuan faisalnya dalam hal
mencari solusi ideal terhadap masalah sd3ial.

Menurut Satjipto, sosiologi hukum memiliki basisellektual dari
paham hukum alamlex naturalis},*® itu sebabnya capaian paham
sosiologi hukum adalah untuk menyelesaikan persodahidupan
manusia dan lingkungannya. Filosofi dari teori hmkalam adalah
kesatuan dengan kondisi lingkungan. Karena ituardgdn sosiologi
hukum selalu mengaitkan aturan hukum dengan konahsiyarakat dan
lingkungan sekitarnya. Bahkan terbentuknya sebwafana berdasarkan
teori du contract sociayang dipopulerkan J.J. Rosseau pun harus diakui
merupakan kajian sosiologi hukum, bahkan ketikausenmasih dalam
kelompok-kelompok kecil di alam liar.

Menurut Kranenburg yang mensitir pandangan Locke,
menuturkan bahwa ketika di masa purba sesunggupegderlakuan
hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia suslgdi. Kemudian
secara berlahan-lahan timbulah kontrak sosial antsasyarakat untuk
membentuk pemerintahan yang mampu melindungi hkkrhanusia
yang sebelumnya dilindungi secara hukum alamiah rgmo
kemasyarakatan). Selengkapnya Kranenburg mengisaldebagai

berikut;

1% bid.
' satjipto RahardjoSosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Piliharsalen
Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002, fhin
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Menurutnya alam manusia berhak atas beberapa halaham
atas hak-hak yang paling penting yaitu hak hidal kemerdekaan dan
hak milik. Sekarang tujuan perjanjian pembentukagana adalah
menjamin suasana hukum individu secara alam itukuEgaan
pemerintah dengan demikian menemukan batasnya dalaamsana
hukum individu secara alam itu. Apabila pemerintatemperkosa
suasana hukum itu, maka ia bertentangan dengaamtupama perjanjian
masyarakat. Maka gezag pemerintah secara absoinpenkosa hakekat
asasi perjanjian untuk pembentukan nedara.

Paparan Kranenburg di atas memperlihatkan bahwyarssat
mengkreasikan hukum demi perlindungan lingkungasiatoya sendiri.
Kajian mengenai kondisi lingkungan sosial itu deati ke hari kemudian
berkembang. Bahkan kajian sosiologi hukum kekiniega menyentuh
tema mengenai kondisi lingkungan dan hubungan nieamas alam itu
sendiri®

Jimly Asshiddigie dalam bukunyaGreen Constitution
menuturkan relasi hukum dan perlindungan lingkunbaiup tempat
masyarakat sosial tumbuh dan berkembang. Jikandatekutipan Jimly
dalam bukunya mengenai Konstitusi Vermont bahwanu&e orang
dilahirkan sama-sama bebas dan merdeka serta rkiemaik-hak tertentu
yang bersifat alami, inheren, dan tidak dapat dikgr. Di antara hak-hak

itu adalah hak untuk menikmati dan mempertahankduphdan hak atas

" Kranenburg,llmu Negara Umum diterjiemahkan Tk. B. Sabaroedin, Jakarta: J.B.
Wolters, 1959, him. 17.
'8 Feri Amsariop.cit.
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kebebasan mendapatkan, memiliki, dan melindungi halkk, dan
mencari serta mendapatkan kebahagian hidup datakesan’

Kutipan Jimly tersebut memperlihatkan telah terjealtan antara
ilmu lingkungan dan Hukum Tata Negara. Kaitan domaitersebut bisa
dikatakan sebagai bagian dari ilmu sosiologi hukketerkaitan Hukum
Tata Negara dan sosiologi hukum sesungguhnya talddn ditelusuri
oleh pakar-pakar Hukum Tata Negara dan politik lampseperti
Montesquielf’

Sosiologi hukum Montequieu memperlebar dasar pedikah
Aristoteles dengan menyajikan masalah hubunganraansasiologi
hukum dan cabang sosiologis lainnya, khsususny#o@gkeosial yang
menyelidiki dan menelaah volume suatu masyarakatitulx dan
bangunan tanahnya, sifat khas geografisnya, dan-ldedi dalam
hubungannya dengan kepadatan penddiwalaupun tidak langsung
menceritakan aturan hukum yang peduli kepada peilastlingkungan,
namun tautan itu memperlihatkan bahwa pemikiranokmgg hukum
setidaknya telah merangkai jalan menuju pemikirarkum hijau
sebagaimana saat ini sedang di dengung-dengunégdaipelbagai pakar
hukum.

Teori hukum alam yang menjembatani institusi hukkepada

dunia manusia dan masyarakat menjadikan tujuankeéaadiran hukum

19 Jimly Asshiddigie Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasagara
Republik Indonesia Tahun 194¥akarta: Rajawali Press, 2009, him. 14.
20 i
Ibid.
L Georges Gurvitchp.cit, him, 66-67.
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tidak dapat dipungkiri adalah penemuan rasa keadikcara otentik.
Bukan terlibat ke dalam wacana hukum positif yaregkbnsentrasi
kepada bentuk prosedur serta proses formal hkum.

Hubungan hukum dan manusia serta masyarakat ita jug
dijelaskan oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan bdkewanaturalis
yang merupakan suatu aturan atau aturan umum otkpemelalui nalar,
dimana manusia dilarang membuat sesuatu, yang hegrbaterhadap
kehidupannya, atau menghilangkan sarana-saranstgré@ kehidupan
itu.?

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum dan
masyarakat merupakan bangunan yang terus berkemiidealg terjebak
kepada bentuk normatif yang mati rasa. Sebagaindingatakan
Satjipto; Teori hukum alam selalu menuntun kembkeakalian wacana
dan institusi hukum kepada basisnya yang asliuydiinia manusia dan
masyaraka. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopadi @ama otoritas
para pembuatnya, seperti pada aliran positivismelainkan kepada
asalnya yang otentik, norma hukum alam, kalau bdiskbut demikian,

berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan citaioiadilan yang

wujudnya berubah-ubah dari masa ke nfésa.

*2 |pid.

%3 Thomas Hobbesylengenai Manusia dan Negarkeviathan dalam Shadia B. Drury,
Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukden Politik Bandung: Penerbit Tarsito,
1986, him. 254-255.

%4 Satjipto RahardjoSosiologi Hukum., op.cithim. 12-13.
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B. Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo

Adalah Satjipto Rahardjo, atau Prof. Tjip yaitu esgang yang
dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yanga®a kali mencetuskan
gagasan hukum progreéffGagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan
menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lehitjut. Apa yang digagas
oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spidian cara baru mengatasi
kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya noam@ngikuti
perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zdengan segala
dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingasyarakat dengan
menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber deyausia penegak
hukum itu sendirf®

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukangesuatu yang
kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebaljuda bukan sesuatu yang
jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagiari daroses pencarian
kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum prdgyasg dapat
dipandang sebagai yang sedang mencari jati ditolaérdari realitas empirik
tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupaddgiuasan dan
keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegdk&um dalansetting
Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencamantu, Prof. Tjip

kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebabromaya kinerja dan

% Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan padantah02 lewat sebuah artikel yang
ditulis di Harian Kompas dengan judulntionesia Butuhkan Penegakan Hukum Progtesif
Kompas, 15 juni 2002.

% Satjipto Rahardjoylembedah Hukum Progreskpmpas, Jakarta, 2006 him ix.
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kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dompesidigma positivisme
dengan sifat formalitasnya yang mele¥at.

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yanglulis kebijakan
yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi maksg dan seakan-akan
ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingasyarakat secara
umum. Karena pilihanmeanstreamekonomi Indonesia yang cenderung
postivistik terhadap kepentingan neo liberalismiakz’® Sehingga tak heran
agenda untuk menjalankan sistem ekonomi sepertyamg pertama adalah
melakukan globalisasi hukum vyang disesuaikan dengapentingan
pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisrakum yang diciptakan
bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunanoekioneo liberalisme
sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menatakanstreanmseperti ini
yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum posKjvidan hukum
progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketalusnenjadi mahkota
penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasgimadirkan keadilan,

menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manisisejahteraan dan

" |bid. him 10-11, Lihat juga Satjipto Rahard®isi-sisi lain dari Hukum di Indonesia
Kompas, Jakarta, 2003, him 22-25.

8 Apa yang menjadi pendirian neo-liberalisme digiriksebagai berikut: kebijakan pasar
bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swaastdlidan konsumen, penghargaan atas
tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaarta menyingkirkan birokrasi dan parasit
pemerintah. Aturan dasar kaum neo-liberalis addiakralisasikan perdagangan dan finansial,
biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflashiktas ekonomi-makro dan privatisasi kebijakan
pemerintah haruslah menyingkirkan dari penghalatenj Paham inilah yang saat ini oleh para
aktor globalisasi dipaksakan untuk diterima semangba-bangsa di seluruh dunia, khususnya
juga terjadi di Indonesia.
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kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tuju&himadari hukum. Para
penegak hukum menjadi unjung tombak perub&fan.

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukarerBbahan tak lagi
pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku mukiengaktualisasi hukum
dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubaharbma segera dilakukan
tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karéadai geikum progresif
dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadegtuyoan yang ada.
Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tedgiratif misalnya, aparat
penegak hukum yang progresif tidak harus menefisreelaan aturan itu. la
setiap kali bisa melakukan interpretdsiecara baru terhadap aturan tersebut
untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada peteadilan®

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagermukum yang
lain seperti positivisme, realisme, dan hukum munmemiliki karakteristik
yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimaaa diiraikan
dibawah ini*?

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalahywdehukum
adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkaanusia kepada
kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manbaiagia. Artinya
paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukataladintuk manusia.

Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak haelhukum sebagai

% Sudjiono Sastroatmojokonfigurasi Hukum ProgresifArtikel dalam Jurnal lImu
Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, him 186.

% satjipto  Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesi@ustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006 him 3-4.

31 Sudjiono Sastroatmojtonfigurasi...op,cit.

%2 Satjipto RahardjoBiarkan Hukum Mengalirkompas, Jakarta, 2007, him 139.
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sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan sredal yang berada di
titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputasekitar manusia sebagai
pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusik tnukum. Apabila
kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusiaddlala untuk hukum,
maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkja flipaksakan, untuk
bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dikelahakum?>

Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogikapada undang-
undang penanaman modal yang saat ini cenderungahaeyngedepankan
kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspallilkan dan keseimbangan
sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undangnpman modal
sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengabgreggunan ekonomi di
Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasarareaisat. Bukan dengan
tujuan sebaliknya, masyarakat menjeidtim akibat dari aturan tersebtit.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertaharstatus quo
dalam berhukum. Mempertahankan status quo membeeilek yang sama,
seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa huldataha tolak ukur
semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Carakeerhyang demikian
itu sejalan dengan cara positivistik, normative tagalistik. Sekali undang-
undang mengatakan atau merumuskan seperti itu,tikidgk bias berbuat
banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih défu.

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang benhgdin dengan

penolakan terhadap cara berhukum ygrg status quo tersebut, yaitu

3 |bid, him. 140.
% Ibid.
% Ibid, him. 143.
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berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedakrundang-
undangan. Substansi undang-undang itu berangkat gdgasan tertentu
dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk kédga atau badan
legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan peahatbesar
terhadap peranan perilaku manusia dalam hukumbdrtentangan dengan
diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya mpseaturan. Peranan
manusia disini merupakan konsekuensi terhadap jgeaga bahwa
sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlakdeepeks formal suatu
peraturarn’

Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko damahkyang akan
dihadapi apabila kita menyerah bulat-bulat kepagtatpran. Cara berhukum
yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagwialah dengan
membebaskan diri dari dominasi yang membuta kef@daundang-undang.
Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita nmegllan unsur manusia atau
perbuatan manusia dalam berhukum. Karena padangaghae live of law
has not been logis, but experieri¢e

Gagasan hukum progresif dan karakteristik yang neeiakannya
dengan yang lain sebagaimana uraian di atas, memiagna dan cara
pandang baru di dalam memahami hukum sebagai segoésnbangunan

ekonomi. Gagasan tersebut paling tidak merupakeimgEmngan pada aspek

*® Ibid, him. 146.

3" penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukaras, lihat Satjipto Rahardjo,
Hukum Itu Perilaku Kita Sendiriartikel pada Harian Kompas, 23 September 200RatLjuga
Satjipto Rahardjo dalantukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar HukummgaBaik,
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
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mekanisme yang dijalankan pada roda pembangunanoekolndonesia,
walaupun kita tahu bersama bahwa paradigma hukwgresif bukanlah
sesuatu ilmu ekonomi murni. Berkaitan dengan halntuncul pertanyaan,
bagaimana jika gagasan hukum progresif ini secaskamstik dapat
diterapkan dalam alternatif pembangunan ekonomii@HKetiga, yang pada
khususnya dalam konteks Indonesia. Uraian di bawiahkan menjelaskan

persoalan tersebut.

1. Potret Kebuntuan L egalitas For mal

Konsistensi pemikiran yang holistik terhadap hukomanuntun
Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikirgositivistik
terhadap hukum sekalian berusaha memasukkan ilrkunhike ranah
ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah sosiologgnMsukkan hukum ke
dalam ilmu-ilmu sosial adalah langkah yang prodgrdsarena dengan
demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dgrai secara lebih
luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan ¢rat Hukum®

Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi dan sosial sertditig
seharusnya mendorong para ahli hukum untuk mebpat yang bisa
dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplimu tersebut bagi
praktik hukum. Dikatakan oleh Schuyt, kemajuan mial@dang-bidang
ilmu di luar hukum seharusnya menantang para atkumm yang baik

untuk memberikan reaksi yang memadai dan bisa rabmiilah dengan

¥ Suteki,op.cit,
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bantuan disiplin ilmu lain, mana persoalan hukumgyhisa diselesaikan
dengan baik?

Pengaitan antara llmu Hukum dengan ilmu-ilmu l&lak hanya
berhenti sampai ke ilmu-ilmu sosial, oleh karenat&kstualisasi lImu
Hukum itu harus lebih luas lagi. Erdward O. Wilsardah menulis buku
berjudul Consilience- The Unity of Knowledd®yang melihat kesatuan
sains itu dalam suatu kontinum, yang dimulai démui tentang sel
(biologi) sampai ke ilmu-ilmu sosial. Studi tentarsgl yang tidak
bermuara ke ilmu-ilmu sosial tidak tuntas, demikjua sebaliknya
apabila ilmu-ilmu sosial tidak dilacak kaitannyargei ke biologi. llmu-
ilmu sosial yang hanya saling merujuk antara sesgandisebut Wilson
sebagai kerdil, tumpdt.

Mengikuti pendekatan holistik dalam llmu Hukum, raakenjadi
tugas para ilmuwannya untuk menyatukan kembali hukdenyatukan
kembali hukum dengan lingkungannya, alam dan oetedkipan yang
lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam oedey yfebih besar
tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahaaramukum dan
kehidupan manusi&.

Inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam

keutuhannya. Oleh Brian Z. Tamanaha dikatakan bahukam dan

%9 Suteki,op.cit

40 Edward O. WilsonConsielence The Unity of Knowledgdfred A. Knof inc, New
York, USA, 1998, him. 9. Lihat juga SutedRekam Jejak Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo.

“L Suteki op.cit.

2 satjipto RahardjoPendekatan Holistik Terhadap HukpBacaan untuk Mahasiswa
Program doktor lImu Hukum Undip Oktober 2005. MalalTidak diterbitkan dan diunduh pada
tanggal 26 Januari 2011.
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masyarakat memiliki bingkai yang disebthie Law-Society Framework
yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hoban tersebut
ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponearparterdiri dari
dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwarhudalah cermin
masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untrkpertahankan
social order*®

Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu:teoéconsent;
morality/reason dan positive law Custom/conseréind moralityreason
dapat dipahami dalam pemikiran Donald Black sebagaliure.
Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum deng@nengoreksi
kekeliruan dan kekurangan paradigm positivistikadalilmu hukum
mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara pedegari dan cara
berhukum yang bertujuan menghadirkan sebenar kaaditau sering
disebut keadilan substantif. Berhukum dengan hatami itulah kalimat
yang sering mengalir dari Satjipto Rahardjo.

Sampai sekarang ini masih banyak ketidakadilan oiusebagai
akibat cara kita berhukum yang masih terpenjareh aiéual-ritual
legalitas formal yang mengunggulkan cara kerjardiskatif, measure,
categorizeyang menghasilkan gambar hukum yang berkepingagepi
Gambar yang muncul dari metodologi seperti itu @d&lerangka, bukan

sosok hukum yang utufi.

“3 bid.
4 Suteki,loc.cit
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Fenomena peradilan terhadap wong cilik misalnyasuka
pencemaran nama baik dokter dan RS Omni Interradtioleh Prita
Mulyasari*®> Kemudian kasus pencurian satu buah semangka diefi C
dan Basar Suyanto warga Kampung Wonosari, KeluraBaiel,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang dipidana sedarh5 hari
percobaan 1 bulan di PN Kediri Jawa Timur. Selayjat kasus
pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 oleh 4otmdgluarga yaitu
Manisih, 2 anaknya (Sri dan Juwono) dan sepupufyestbno) yang
akhirnya ditahan di LP Rowobelang Batdfig.

Kemudian kasus Pak Klijo Sumarto warga Jering, 1®jdo
Godean, Kabupaten Sleman tersangka pencurian setpmshng kluthuk
mentah seharga Rp 2060Kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri 3
biji kakao seharga Rp 2.100, dan pada tanggal Z#guw2009 dihukum
pidana percobaan 1 bulan 15 hari di PN Purwokdé¢emudian kasus
Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena lad@eln bersama,
namun dia didakwa menghilangkan nyawa orang lairreria
kelalaiannya dan harus mendekam dipenjara di Karaysg, dan kasus

yang melibatkan orang besar misalnya kasus BanktuGertelah

5 Prita mulyasari ditahan pada tanggal 3 Mei san¥pduni 2009 di PN Tangerang.
Dalam perkembangannya, hakim memvonis bebas Puilgagari walau memenuhi unsur delik
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200&ntgninformasi dan Transaksi
Elektronik. Penulis yakin bahwa hakim-hakim terdebwlalam memutus perkara
mempertimbangkan aspek sosiologis dari hukum tarknassial effeaiya, bahkan dalam kasus
ini masyarakat turut membelanya dengan pengumgdanuang recehan yang hampir mencapai
1 milyar rupiah. Ini merupakan sebuah pemberontalatyat terhadap peadilan yang legal
formalistik. Dan akhirnya&oin for justicemenjadi salah satu icon di penghujung tahun 2800 |

Data dihimpun dari berbagai sumber al: republika.co.khmpas.com dan

Suaramerdeka.com.

47 Akhirnya pada tanggal 7 Desember 2009 Pak Klijondegam di LP Cebongan
Sleman.
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membuktikan bahwa hukum hanya dipahami sebatastekellegal
formalistik yang terasing (teralienasi) dengan ragalatnya sehingga
seringkali mengalami kebuntuan legalitas formalfiya.

Hukum kita sekarang seolah seperti sebilah pispurdéajam ke
bawah namun tumpul ke atas. Terhadap orang keéiurhubersifat
represif, sedangkan terhadap orang besar hukunifabgusotektif dan
memihaknya. Fenomena peradilan terhadap orang keaipun orang
besar seperti disebutkan di atas seolah menunjubtbwa penegakan
hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya untuklahirkan
keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh kargemegak hukum
terpenjara oleh ritual penegakan hukum yang merajkauwl materi,
kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti demgsiasi rule
breaking*

Gerakan hukum progresif memang lahir akibat kekeeew
kepada penegak hukum yang kerap berperspektifiygsesiYakni, hanya
terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa maggadetebih dalam

keadilan yang ada di masyarakat. Para penganutmppbsitivisme kerap

“8 Suteki,op.cit.

9 Rule breakingsebagai salah satu strategi menembus kebuntuatitdegéormal
merupakanicon dalam merefleksikan gerakan hukum progresif yangaghs oleh Satjipto
Rahardjo. Cara berhukum ini sebaiknya dilihat sabagaha untuk mematahkan ketidakadilan,
sehingga tidak boleh dijalankan secara asal-askdamerupakan kekuatan yang disimpan untuk
menghadapi keadaan yang tidak adil. Kepedulianatih manusia termasuk ke dalam
mengusahakan keadilan tersebut. Satjipto RahakHijgum dan Perilaku Hidup Baik adalah
Dasar Hukum yang Baikiakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, him. 102.
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berdalih pahantivil law yang dianut Indonesia mengharuskan hakim
sebagai corong undang-undafig.

Sebagai seorang pendidik ilmu hukum, apa yang dligiersetelah
mengajarkan ilmu hukum yang mengagungh@orderselama puluhan
tahun tidaklah selalu menemuk#me order dalam kehidupan hukum
bahkan acapkali menemukatisorder®® Hal ini diilustrasikan dalam
pidato Emeritus sebagai Guru Besar Fakultas HukiINDIB tanggal 15
Desember 2000. yang berjudul: Mengajarkan KetesatiWlenemukan
Ketidakteraturan Teaching Order Finding Disordgr Tigapuluh Tahun

Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Plebutan.

2. Agenda Membebaskan Hukum

Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya hd&um
itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untukssatu yang lebih luas,
yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kbessjaan, dan
kemuliaan manusia. Berawal, dari pesan pendek Sktjipto Rahardjo
yang menjelaskan bagaimana memahami hukum sebelgai sosial
selayaknya mewakili ekspresi kepentingan masyarakat

Menjalankan hukum di Indonesia kini terancam ke#afen

berpikir karena orang lebih banyak membaca hurufang-undang

*0 Satjipto RahardjoHukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukumg#aik,
op.cit,him. 103.

*! Hal inilah yang kemudian disebut dengan hukumpigmuh dengan ketidakteraturan
yang dikatakan oleh Charles Samford. Charles Samémlalah pemikir hukum yang banyak
berpengaruh terhadap pemikiran Prof. Satjipto Rijbdentang hukum progresifnya.

*2 Suteki,op.cit.
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daripada berusaha menjangkau makna dan nilai yanip Hdalam. Ini

adalah rumusan kualitatif dari pengalaman empidlarsa ini, seperti
upaya menjalankan supremasi hukum, menangani larlptuptor

kelas kakap seperti terbebas dari jangkauan huketam lagi pelaku
pelanggaran berat hak asasi manusia menikmati &sheldari hukuman
dan pemandangan kelam parodi lainnya. Alih-alih  imemin
kesejahteraan dan kebahagiaan kepada rakyat, sagiréokum malah
kehilangan pesonanya sebagai institusi keadflan.

Maka kesempatan untuk merenungkan apakah yang senda
hukum telah mengalami degradasi cita-cita sosiali€iga memang
seperti berkejaran dengan waktu, sehingga skegmnsikirkan soal yang
lebih mendasar itu. Masalahnya barangkali terletiakini, yakni pada
paradigma hukum atau cara pandang yang selamaemiasari praktik
hukum kita. Paradigma positivisme yang selama ianjadi kaca mata
kita dalam membaca realitas hukum barangkali sukehilangan
relevansinya dalam menjawab problem sosial saatAkibatnya kita
memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula. é?ésaan kembali
secara kritis terhadap paradigma yang mendasadapgan-pandangan
kita selama ini mau tidak mau sepertinya haruskdian. Sudah saatnya
masalah ini tidak membelenggu paradigma penegakirhukita yang

cenderung postivistik dalam penerapantiya.

*3 Satjipto RahardjoMlembedah Hukum Progresifakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007,
him. 26

> Seperti diketahui, kajian hukum di Indonesia yaagara geneologis berasal dari tradisi
hukum Eropa Kontinental atau civil law (masuk meidolonial Belanda), berkembang di bawah
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Diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum,itposme
menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis gaeeai hukum,
sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karenasétiap norma
hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif ssbagrma-norma
yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepak&tariraktual yang
konkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagoulsepsi sebagai
asas moral meta-yuridis yang abstrak tentang hakikeadilan,
melainkanius yang telah mengalami positivisasi sebdggeataulex

Masuknya arus utama aliran positivisme hukum itu bkemi
Indonesia, dalam perkembangannya menjadi sahamkipamiyang
dominan. Positivisasi hukum selalu memperoleh pasrutama dalam
setiap upaya pembangunan hukum di negara-negagatgagah tumbuh
modern dan menghendaki kesatuan atau penyatuammhubimyatakan
oleh Anthon F. Susanto bahwa positivisasi hukunalgeberakibat
sebagai proses nasionalisasi dan etatisasi hukuamamd rangka
penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah umbmopoli
kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuanu gi@mberdayaan

hukum positif-®

bayang-bayang paradigma positivisme. Paradigmaeibétulnya berasal dari filsafat positivisme
August Comte pada tahun 1798-1857. Positivisme padan paham yang menuntut agar setiap
metedologi yang dipikirkan untuk menemukan kebemanandaklah memperlakukan realitas
sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu gajekharus dilepaskan dari sembarang macam
pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.dtilsoetandyo Wignjosoebrot®embaharuan
Hukum Masyarakat Indonesia Baruihat Dony DonardonoWacana Pembaharuan Hukum di
Indonesia Jakarta: HuMa, 2007, him. 27

> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susaffteori Hukum “Mengingat, Mengumpulkan,
dan Membuka Kembalj"Cet IV, Bandung: Refika Aditama, 2008, him. 80.
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Seakan-akan paradigma positivisme hukum dalamlpeganya
tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh K@tagaianomaly
menjadi heran ia terus relevan digunakan untuk meareg atau
membaca realitas hukum saat ini. Bukannya paradigostivisme
hukum memahami realitas hanya cenderung mengguntdemteks
formal secara kakef.

Dengan menekankan pada konteks tersebut, aliraimmGkitical
Legal Studies Movemeni{Gerakan Studi Hukum Kritis) akan
menampilkan pemikiran hukum yang menjadi oposisi garadigma
postivisme hukum yang sedemikian dominan.

Gerakan CLS sudah menggejala pada tahun 1970amndrika
Serikat, sebagai arus pemikiran hukum yang tidedsplan menentang
paradigma hukum liberal yang sudah mapan dalami-studi hukum
atau jurisprudence Dengan menengok pada perkembangan
jurisprudencedi tempat lain, wacana ingin mengajak melihat seca
kritis permasalahan hukum di Indonesia, terutamagae mengajak
membebaskan kajian-kajian pembaruan hukum dari djgpre
otorianisme kaum positivis yang sangat elitis.

Sebagai topik awal perhatian, CLS mengalihkan &lempikir
normologik ke arah nomologi¥. Sehingga pembacaan terhadap proses
pembaruan hukum dapat dilakukan tanpa harus térjebebatas

merubah/membuat sejumlah pasal dan ayat dalam gndatang, lebih

*®|bid, him. 81.
*" Ifdhal Kasim,Gerakan Studi Hukum Kritigerjiemahan ELSAM, Jakarta, 1999, him.
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jauh gagasan pembaruan hukum juga mengena pada-ddssa
paradigmatiknya. Sebagaimana analisis CLS, tidaknatemata
bertumpu pada teks, tetapi juga mengarahkan asralsipada konteks
dimana hukum itu eksis, dan melihat hubungan kaasdhra teks
(doktrin hukum) dengan realitas.

Adapun agenda implementasi hukum progresif adatigah
melalui dua hal yakni agenda akademis dan agenda &lgenda
akademis berkaitan dengan hukum progresif yang lakmp@ngutamaan
dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secarktian@nalytical
jurisprudencg, yaitu yang mengedepankan peraturan dan logiga at
rule and logic Cara kerja analitis yang berkutat dalam ranahuiruk
positif tidak akan banyak menolong hukum untuk mawd Indonesia
keluar dari keterpurukan secara bermakna. Hukungresd lebih
mengunggulkan aliran realisme hukum dan pengguoptik sosiologis
dalam menjalankan sebuah huktin.

Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatodpk
final, melainkan yang secara terus menerus masilstdibangun. Oleh
sebab itu hukum progresif lebih melihat hukum sebagoses. Sesuai
dengan penggunaan optik sosiologis, maka prosespdarbangunan
tersebut tidak harus melalui hukum. Apabila haretatai hukum, maka

tidak akan perubahan sebelum hukum dirubah. Huktogresif lebih

%8 |bid.
%9 Satjipto Rahardjoylembedah Hukum Progresif, op.ditm. 110
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memilih konsep perubahan dan pengubahan Karl Ref@mer mengikuti
modusgradually working outlari padachanging the rule.

Sedangkan pada agenda aksi kita sudah seharusmguivaé
siasat dengan lebih mengandalkan pada mobilisdginmuMobilisasi
hukum lebih mengandalkan pada keberanian untuk kulcda
interpretasi hukum secara progresif dari pada tkrndan membiarkan
dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Advokeassebut yang
pertama kali ditujukan kepada agensi sistem penaddeperti hakim dan
jaksa, dan juga kepada pemerintah atau birokrasietite-elite politik.
Pada agenda aksi pendidikan hukum, fakultas hukenu psegera
berbenah diri dengan menyiapkan kurikulum dan pésgdran menuju
kepada realisasi dari hukum progréSif.

C. Upaya Mewujudkan Hukum Progresif
Setidaknya ada beberapa hal yang bisa dikatakaagaelupaya
untuk mewujudkan gagasan hukum progresif, sejauimijlan penulis,
yaitu:
1. Peranan Moral atau Etika.

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusidahwa
manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifatsasih sayang serta
kepedulian terhadap sesama sebagai modal pentigg hbembangun
kehidupan berhukum dalam masyarakat. Progresivisnemgajarkan

bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjararkdasar

% pid.
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kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kemhoaa dan
manusia. Progresivisme tidak ingin menjadi hukubagai teknologi yang
tidak bernurani, melainkan suatu institusi yangrmal kemanusiaatt.

Etika atau moral akan berbicara benar dan salah lzd& dan
buruk yang melekat langsung pada diri manusia. Ji&arang tidak
memiliki etika atau moral, maka manusia itu sanja gangan makhluk
lain yaitu binatang yang dicipta demikian. Rasiogal bahwa hukum
progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaa jelas penekanan
yang tidak dapat ditawar-tawar.

Hal ini sangat erat dengan pembangunan mental, gegoipan
fisik bagus, tetapi mental buruk, tidak ada artingdeh karena hukum
progresif sasarannya adalah manusia, maka perlbgegunan etika atau
moral manusia yang isi dan sifatnya bermacam-maaatara lain:

a. pembaharuan, penyegaran atau perombakan caraibarprkusia.

b. peningkatan, pembinaan ataupun pengarahan dalam lkara
manusia.

C. penataran, pemantapan, ataupun adanya penyajianpe@@muan
prakarsa-prakarsa baru dan sebagaifya.

Namun demikian, etika dengan sendirinya mempunyat a
pengukur yang dapat digunakan untuk menilai, mehkaa atau

memutuskan sesuatu perbuatan/tindakan yang suaita ndana yang

®1 Joni EmirzonUrgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Pesifrdi Masa
Depan, dalam Satjipto Rahardjdflembedah Hukum Progreéif], | Gede A.B Wiranata, Joni
Emirzon,dan FirmanMuntaqo, (Jakarta: Penertbit Buku Kompes2 2007), 228.

%2 Ibid, him. 229.
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asusila atau tidak susila. Alat penilai terseblmiabahasa filsafat disebut
“consciousne$syaitu kata hati atau kesadaran jiwa manusidsi dari
consciousnessi merupakan kesatuan dari totalitas sejumlahpsjkaa,
yang terdiri antara lain ialah:
a. kesadarar(terhadap kesanggupan, kekurangan diri sendiri).
b. pertimbangan rasa(sebagai cerminan dari adanya rasa keadilan,
kemanusiaan dan kesehatan pikiran).
c. kedewasaan jiwa (sebagai pencerminan dari kekayaan
pengalaman,kemasakan pertimbangan dan sikap pehgtiah)®
Kata hati atau kesadaran jiwa manusia, sesunggubkaggat
abstrak dan sulit untuk diketahui, kecuali dariilpgu atau tindakan
(action). Hati nurani ataukesadaran jiwa manusia sangengdiaruhi oleh
akal pikirannya, untuk itu perlu kekuatan etika gamembentenginya agar
tidak menyimpang. Dengan kata lain, etika tidak ldari suatu norma
yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan ifdlaimoral
manusia, supaya dapat dipatuhi oleh anggota masydta sendiri dalam
kehidupan sebagai makhluk sosial.
Inilah inti hukum progresif. Di dalamnya terkandumgoral
kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau mmaalsia telah luntur,

maka penegakan hukum tidak akan tercapai, sehimggebangun

%3 Ibid, him. 232.
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masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan majugaatidak akan
terwujud®
2. Melakukan Penafsiran Hukum yang Progr esif

Penafsiran bukan semata-mata membaca peraturanardeng
menggunakan logika peraturan, melainkan juga meakanyataan atau
apa yang terjadi di masyarakat. Kedua pembacaadisaiukan dan dari
situ akan muncul kreatifitas, inovasi, dan progrssie®

Sejak peraturan itu keluar dari dapur yang mempgksidya maka
ia menjalani kehidupan sendiri. la dianggap sebagena yang mampu
untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang dikadagepadanya.
Dalam perjalanannya ia harus mampu mengatakan, ebdistvik bisa
dicuri, bahwa kapal itu juga berarti kapal terbasgkalipun menurut
legislatif yang bisa dicuri adalah barang dan padktu peraturan dibuat
belum ada kapal terbafiy.

Sejak penerapan peraturan adaiahebounddan spacebountf
dansejak peraturan dibuat itu juga terikat kepada &agla, maka setiap
saat peraturan itu akan mengalami pendefinisian kemlagar bisa
melayani situasi “dsini dan sekarang”. Paul Scholten mengatakan sebaga
berikut, “Het recht is er, doch het moet worden gevondéntikum itu
ada, tetapi masih harus ditemuka@)leh sebab itu dikatakan, bahwa

penegakan hukum itu bukan semata-npetieerjaan masinal, otomatis dan

** Ibid, him. 233.

% Hukum dalam Jagat Ketertiban, Op. Cit,71. lihat pulaHukum Progresif, Op. Cit.,
127.

% bid.

®" Dibatasi ruang dan waktu
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linier, melainkan penuh dengan kreativitRekerjaan menemukan adalah
pekerjaan kreatif dan di situlah letak penafsffan.

Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teksupmr dan
karena itutidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saagén cara
seperti itu hukunmenjadi progresif karena bisa melayani masyarakatny
Melayani masyarakdterarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab
itu progresif. Penafsiraprogresif memahami proses hukum sebagai proses
pembebasan terhadap konsgmng kuno yang tidak dapat lagi dipakai
untuk melayani kehidupan masa I§hi.

. Dimulai dari Pendidikan di Fakultas Hukum

Sudah diketahui luas, bahwa pendidikan hukum doredia
lebih menekankan penguasaan terhadap perundanggardayang
berakibat pada terpinggirkannya manusia dan peahogh dalam proses
hukum. Sembilan puluh persen lebih kurikulum meadan tentang
teksteks hukum formal dan bagaimana mengoperasi&dfn

Namun model pembelajaran hukum seperti itu tidakyaa
dimonopoli oleh pendidikan hukum di Indonesia. Kaau tersebut juga
terjadi di Amerika Serikat, oleh karena menjadi akebmerosotnya
kepedulian terhadap penderitaan manusia, yangusahear ditolong oleh

hukum/?

%8 |bid.

®1bid, him. 172.

O Biarkan Hukum Mengalir,Op. Cit145.
" Ibid.
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Secara agak ekstrem, Gerry Spence mengatakan, bsdjala
mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum, maka kass@anusiaannya
dirampas dan direnggutkan. Mereka lebih disiapkaruku menjadi
profesional, tetapi mengabaikan dimensi kemanusiagpence
mengibaratkan keadaan tersebut bagaikan membelngéuda berharga
ribuan dolar hanya untuk dipasang pada kuda yamgahga sepuluh
dolar.?

Ketidakmampuan sarjana hukum Amerika bukan terlgtaéla
profesionalitasnya, tetapi pada kemiskinannya sabagnusia fuman
being. Mereka ini telah dididik untuk melawaragainty perasaan,
mengasihi ¢aring) orang lain, dan sesama manuskeifg. Spence
mengatakan, bahwa untuk memperoleh bantuan hukumg s@benarnya
orang akan lebih berhasil jika pergi ke jururawghng jelas akan
merawatnya sebagai manusia yang menderita, daripada ke kantor
advokat. Maka itu Spence menyarankan agar sebelenmjadi seorang
profesional, para sarjana hukum itu dididik untu&njadi manusia yang
berbudi luhur évolved persorterlebih dahuld?

Perubahan peranan yang diharapkan dari para sahnjakiam
sedikit banyak dengan jelas dapat dibaca pada psammengenai tujuan
umum pendidikan hukum sebagaimana yang diadakah Bbkultas
Hukum Universitas Airlangga, Vyaitu: Bérusaha menghasilkan

sarjanasarjana hukum yang mampu menciptakan masyarakat

2 bid.
3 Ibid, him. 146.
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sebagaimana dikehendaki melalui saranasarama&kum, dan mampu
menyelesaikan masalahmasatarkum di dalam kontels®sialnya”’*

Selain itu, pada tahun 1975 diadakan seminar “Sarfdukum
dan Pembangunan” oleh Fakultas Hukum Universitgoi@goro. Salah
satu keputusan yang menyangkut tipe sarjana hukengatakan, “Tipe
sarjana hukum pembaharu adalah mereka yang maditiat hukum yang
berlaku sebagai suatu bahan untuk digjie challengedkegunaannya di
dalam masyarakat sekarang, dan mengemukakan #ftalternatif
pengaturan yang lain®

Tampaknya sekarang yang dikehendaki adalah agganaar
hukum tidak hanya memikirkan bagaimana menerapkakurh yang
sekarang berlaku, melainkan juga tentang kemungkieanungkinan
untuk merombaknya sebagai bagian dari perubaharplean yang
sedang berjalan dalam masyarakat. Para sarjanavhdlituntut untuk
tidak hanya mempertahankatatus quomelainkan juga sebagai seorang
yang berkeahlian untuk turut membentuk masyaralkedalm jalan hukum.

Membentuk masyarakat bukan hanya dalam artian nsenyu
suatu sturktur yang statis, melainkan juga mendgeara perubahan-
perubahan dalam perilaku anggota masyarakat. Renbperilaku ini

merupakan salah satu ciri dari pembinaan hukum pegra-negara

sedang berkembang, oleh karena di sini dibangugaiaimstitusi sosial

" Satjipto RahardjoHukum dan Perubahan Sosi¥pgyakarta: Genta Publishing, 2009,
him. 228.

> Satjipto RahardjoMembangun dan Merombak Hukum IndoneSiagyakarta: Genta
Publishing, 2009, him. 141.
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dan kenegaraan yang baru dan dengan sendirinya nm&are perilaku
yang sesuai. Sangat jelas sekali peraturan pergadgatangan sekarang
digunakan untuk mewujudkan keputusan-keputusan tilpolyang
mendatangkan perubahan-perubahan, suatu karaktel@am peraturan
perundang-undangan yang kiranya bisa disebut sebdggislative
forward planning” atau“developmental legislation™®
. Mengangkat Orang-orang Baik

Meski mungkin jumlah Orang-orang baik di negeri tidak
sedikit, namun umumnya mereka tidak muncul ataaktidisa muncul.
Mereka tidak bisa bermain menurut “kultur premaehiagga tersisihkan
menjadi kelompok pinggiraff. Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto telah
merasakan pahitnya akibat yang menimpa seorangnhpkogresifanti
status quoHanya karena ingin mengangkat kualitas Mahkamahnggu
dengan membongkar kolusi di kalangan korps sendidi,Andojo harus
terdepak. Ironisnya, bukan kekuatan progresif yangnang, justru
sebaliknya, mereka yang pro status quo yang menRAagitulah Adi
Andojo, begitu pula nasib kekuatan progresif l@aharuddin Lopa dan
Hoegengd®

Begitu pula nasib Bismar Siregar, seorang haking yaemiliki
semangat progresif, justru dicap sebagai hakim yamgroversial oleh

komunitas hukum yang didominasi oleh pikiran yangifvistik.

"®Ibid, him. 142.
"Membedah Hukum Progresif, op. citlm. 26.
®1bid, him. 115.
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Menurut Satjipto Rahardjo, hal yang amat menarilalatu
pelakupelaku hukum progresif, sedikit ditemukan tidigkat nasional,
tetapi lebih banyak di tingkat lokal, di kalangaamusia dan pelaku kecil.
Hakim-hakim progresif, seperti Amiruddin Zakariegguh Prasetyo, dan
Benyamin Mangkudilaga (saat ikut membatalkan pemeab SIUPP
Temp9, bukanlah “hakim-hakim besar’. Sayang mereka Qa@mang
marjinal dan kian dipinggirkan bila tidak bersaandlipersatukaff’

Maka jika Orang-orang seperti ini diangkat dan Kida
dimarjinalkan, maka gagasan hukum progresif yangnbebaskan dan

membuat manusia bahagia akan dapat terwujud.

9 Ibid, him. 118.



